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The aim of rearch is to find out and analyze the effect of land price increases and building 
prices on PBB-P2 tax revenue in Sambas Regency.  The methodology of research is a quantitative 
descriptive analysis method with used multiple regression analysis with a panel data, the data used 
is secondary data sourced from the Sambas District Financial Agency  for 2010-2016 year/period.  
Based on the results of statistical tests simultaneously (Test F) and partial (t test) all each 
tested variables (Land Value Zone and Building Tax Object Selling Value) have a significant and 
positive effect on the realization of the acceptance of Land and Urban and Urban Building Taxes in 
Sambas Regency. 
Keyword is Realization of Land and Rural and Urban Tax Revenues, Land Value Zones and 
Building Tax Object Selling Value. 
 
I PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Tanah merupakan salah satu faktor sumber daya yang mempunyai peranan strategis dalam 
aktivitas kehidupan manusia. Kebutuhan akan tanah terutama di perkotaan selalu bertambah, seiring 
dengan bertambahnya jumlah penduduk. Di sisi lain salah satu karakteristik yang paling mendasar 
dari tanah adalah lokasi keruangannya tidak dapat dipindahkan dan total persediaan fisiknya relatif 
tetap.  Terdapat hubungan yang erat juga antara nilai atau harga dengan lokasi, dimana tanah di 
daerah pusat perdagangan atau pasar  mempunyai tingkat aksesibilitas dan mobilitas yang tinggi 
sehingga nilainya sangat tinggi dibandingkan tanah di daerah pinggiran kota. Hukum permintaan 
dan penawaran menyatakan semakin tinggi harga barang semakin sedikit jumlah yang diminta, hal 
ini tidak berlaku dengan harga tanah. Harga tanah adalah termasuk pengecualian dari dalil umum 
tentang hukum pasar karena  tanah tidak dapat di produksi atau di tambah jumlahnya walaupun 
permintaan semakin tinggi. Tanah atau properti yang menjadi salah satu kebutuhan primer, jumlah 
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permintaan akan selalu bertambah meskipun harga jual semakin tinggi. Tingginya permintaan akan 
tanah menyebabkan banyaknya transaksi jual beli tanah yang terjadi di masyarakat. Permintaan atas 
tanah (demand) selalu naik dari waktu ke waktu karena bertambahnya penduduk yang memerlukan 
tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat tempat fasilitas lainnya. 
Menurut Wolcott dalam Sutawijaya (2004:72) “…beberapa hal yang mempengaruhi 
tingginya harga sebuah lokasi atau sebidang tanah adalah faktor ekonomis, faktor sosial, faktor 
pemerintah dan faktor fisik tanah/bangunan. Selanjutnya Wolcott dalam Sutawijaya (2004:73) 
berpendapat bahwa faktor ekonomi berhubungan dengan tingkat penawaran dan permintaan 
masyarakat, faktor sosial ditunjukkan dengan karakteristik penduduk yang terdiri dari jumlah 
penduduk, keluarga dan tingkat pendidikan, faktor pemerintah/perundang-undangan dan kebijakan 
dan faktor kondisi lingkungan, tata letak dan ketersediaan fasilitas sosial. Tingginya harga lokasi 
atau tanah secara otomatis akan berimplikasi pada besaran pajak berupa PBB yang sekarang sudah 
menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. 
Berdasarkan data pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Sambas Rata-Rata Zona 
Nilai Tanah Menurut Kecamatan, Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Sambas, Tahun 2010 – 
2016  nilai zona rata-rata di setiap desa/kelurahan pada setiap kecamatan nampak bahwa kenaikan 
dalam 6 tahun terakhir nilai zona tanah bervariasi di setiap kecamatan dengan rata-rata pada tahun 
2010 Rp 65,795.80 per m2 untuk daerah perkotaan dan Rp 66,107.18  untuk daerah perdesaan,  dan 
pada tahun 2016 rata-rata nilai zona tanah Rp 266,937.85/m2  untuk perkotaan dan Rp396,550.62 
untuk daerah perdesaan.  
Objek dari PBB-P2 adalah Bumi dan Bangunan sehingga dalam pemungutan pajak bumi 
dan bangunan tidak bisa dipisahkan antara bumi atau tanah dan bangunan yang ada di atasnya. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
bahwasannya Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kini telah 
dilimpahkan segala proses pengadministrasian hingga pemungutan kepada pemerintah daerah. 
Perkembangan NJOP bangunan sebagai dasar pengenaan pajak bangunan di Kabupaten Sambas 
rata-rata di setiap kecamatan  selama enam tahun meningkat dan bervariasi di setiap kecamatan 
dengan rata-rata tahun 2010 sebesar Rp 46.964,03/m2, tahun 2011 Rp 57.160,41/m2, tahun 2012 Rp 
70.693,75/m2, tahun 2013 Rp 88.985,57/m2, tahun 2014 Rp 114.165,88/m2, tahun 2015 Rp 
149.459,13/m2, dan tahun 2016 Rp199.791,33/m2.  
Pengelolaan pajak daerah Kabupaten Sambas dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Sambas. Data dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas menyatakan bahwa 
penerimaan pajak dari PBB-P2 belum mencapai target. Dapat dilihat dari efektivitas penerimaan 
PBB-P2 belum mencapai target setiap tahun selalu dibawah target seperti ditunjukkan pada tabel 
berikut ini. 
Bahwa selama kurun waktu 7 
tahun pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten 
Sambas Pajak Bumi dan Bangunan 
kurang efektif, realisasi penerimaan 
pajak PBB-P2 rata-rata hanya 62,93%, 
artinya potensi PBB-P2 masih dibawah 
target. Walaupun secara kontribusi PBB-
P2 terhadap total pajak daerah cukup 
Tahun Target Realisasi % 
2010 2.089.017.023,65 1.421.993.888,00 68,07 
2011 2.284.050.452,07 1.424.790.672,00 62,38 
2012 2.732.746.528,93 1.554.112.951,00 56,87 
2013 5.938.884.807,49 2.221.142.918,00 37,40 
2014 3.279.192.471,96 2.455.459.323,00 74,88 
2015 3.345.023.809,27 2.476.321.126,00 74,03 
2016 4.319.362.412,14 2.888.357.645,00 66,87 
Rata-Rata 3.426.896.786,50 2.063.168.360,43 62,93 
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besar. Jika kita lihat pertumbuhan per tahun dari 2011 sampai dengan 2016 adalah 
Berdasarkan pengamatan di lapangan, sistem penetapan pajak yang berdasarkan sistem self 
assesment memberikan celah bagi wajib pajak untuk memanipulasi harga tanah mulai dari harga 
transaksi, yang juga berkaitan dengan BPHTB.  Padahal harga transaksi yang dilaporkan tersebut 
nantinya digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal 
tersebut dapat diketahui dari perbandingan harga yang ada di masyarakat dengan harga yang 
dilaporkan Wajib Pajak ataupun kuasanya ketika mengajukan pengurusan akta tanah maupun Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sebagai akibat dari hal tersebut adalah tidak 
tercerminkannya harga yang ada bahkan terjadi ketidakseimbangan harga pasar karena adanya 
perbedaan harga yang dilaporkan dengan harga yang sesungguhnya. 
Jika kita perhatikan realisasi penerimaan PBB-P2 setiap tahun dari tahun 2010 sampai 
dengan 2016 realisasi penerimaan PBB-P2 masih dibawah target yang ditetapkan rata-rata hanya 
62,93% per tahun. Sementara ZNT maupun NJOP bangunan mengalami kenaikan walaupun 
kenaikan harga tanah maupun banygunan hanya sedikit rata-rata hanya 7.74% setiap tahunnya. 
Berdasarkan uraian pada latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan judul: “Pengaruh 
Perubahan Zona Nilai Tanah dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sambas.” 
1.2. Rumusan Permasalahan 
Berdasarkan data yang telah diuraikan pada latar belakang di atas ternyata realisasi 
penerimaan PBB-P2 setiap tahun tidak mencapai target, yakni rata-rata hanya 62.93 per tahun, 
walaupun pertumbuhan rata-rata Zona Nilai Tanah, NJOP bangunan dan realisasi penerimaan PBB-
P2 sama-sama meningkat, tidak memberikan kontribusi yang proporsional terhadap realisasi 
penerimaan PBB-P2 dan PAD Kabupaten Sambas, terutama pada tahun 2015 bahkan terjadi 
pertumbuhan negatif realisasi PBB-P2.  
Dilihat perkembangan realisasi penerimaan PBB-P2 rata-rata 21,14% dan kenaikan rata-rata 
harga tanah adalah 18,56%. Dilihat perbandingan pertumbuhan antara rata-rata harga tanah  dan 
pertumbuhan realisasi penerimaan lebih tinggi, namun jika dibandingkan dengan rata-rata kenaikan 
total pajak daerah yang sebesar 59,09 % PBB-P2 jauh dibawahnya.  
Dari permasalahan tersebut dikemukakan pertanyaan permasalahan dalam penelitian ini 
yaitu “apakah perubahan Zona Nilai Tanah dan NJOP bangunan berpengaruh terhadap realisasi 
penerimaan pajak PBB-P2 di Kabupaten Sambas ?” 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian adalah  “mengetahui dan menganalisis pengaruh perubahan 
Zona Nilai  Tanah dan NJOP bangunan terhadap  penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan  di Kabupaten Sambas.” 
1.4. Gambaran Kontekstual Penelitian 
PBB-P2 merupakan pajak daerah kabupaten/kota yang mulai diberlakukan sejak tahun 2010 
yang sebelumnya merupakan pajak pusat. Penelitian ini berusaha menggambarkan mekanisme 
pengelolaan serta potensi PBB-P2 yang meliputi kondisi eksisting PBB-P2, efektifitas, kontribusi, 
dan elastisitas PBB-P2 terhadap perubahan harga dan jumlah wajib pajak. Metode analisis 
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dilakukan secara matematis dan pembahasan yang dikaitkan dengan landasan teoritis dan kajian 
empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat melalui  
Badan Keuangan Keuangan Daerah  Kabupaten Sambas selama 7 tahun pengamatan dari tahun 
2010 sampai dengan 2016. Dalam penelitian ini digunakan variabel dependen yaitu  realisasi PBB-
P2 dan variabel independen yakni ZNT dan NJOP bangunan. Untuk menghitung elastisitas harus 
diketahui tingkat perubahan masing-masing variabel yakni perubahan realisasi penerimaan PBB-P2, 
perubahan ZNT dan perubahan NJOP bangunan dari tahun ke tahun. Hasil penghitungan elastisitas 
berguna sebagai acuan untuk mengetahui atau memprediksi perkembangan PBB-P2 di masa yang 
akan datang.  
II. KAJIAN PUSTAKA 
2.1. Kajian Teoritis 
2.1.1. Pendapatan Daerah 
Pendapatan daerah menurut Ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan  Negara : " Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih”  Sedangkan pendapatan daerah menurut Abdul HaIim (2004:69) 
adalah: "Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau 
penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan."  
Pendapatan daerah  berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain 
pendapatan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah meliputi (pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah), 
dimana PBB-P2 termasuk sebagai komponen pajak daerah. 
2.1.2. Pendapatan Asli Daerah 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:  "Pendapatan AsIi Daerah (PAD) 
adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan."  Sedangkan menurut Abdul Halim (2004:267) : 
“Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli 
daerah." Menurut Abdul Halim (2004:67) kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 
empat jenis pendapatan, yaitu: 
a.  Pajak Daerah. 
b.  Retribusi Daerah. 
c.  Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan. 
d. Lain-lain PAD yang Sah 
2.1.3. Pengertian Pajak 
Pengertian pajak menurut Soemitro yang dikutip Mardiasmo (2006:1) adalah sebagai 
berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi). Yang langsung dapat ditunjukkan 
dan yang dapat digunakan untnk membayar pengeluaran umum." 
Pajak harus dipungut seadil-adilnya dan sekecil mungkin membebani rakyat, oleh karena itu 
pemungutan pajak harus memenuhi syarat dan unsur-unsur keadilan dan kewajaran. 
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2.1.4. Syarat Pemungutan Pajak 
Menurut Mardiasmo (2006:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau 
perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) 
c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 
d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Berdasarkan syarat pemungutan pajak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 
 Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-Undang dan pelaksanaan 
pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara 
umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam 
pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, 
penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, Pajak 
diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan 
keadilan, baik bagi negara maupun warganya. 
c. Tidak mergganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu 
kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan 
perekonomian masyarakat. 
d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 
 Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari 
hasil pemungutannya. 
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan 
memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini 
telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru. 
2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2006:7) terdiri dari Official Assessment 
System, Self Assessment System, With Holding System. Berdasarkan ketiga sistem pemungutan 
pajak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Official Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) 
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah : 
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 
2) Wajib pajak bersilat pasif. 
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 
b. Self Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk 
menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah : 
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1) Wewenang untuk rnenentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. 
2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang 
terutang. 
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
c. With Holding System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga 
(bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 
ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 
2.1.6. Pajak Daerah 
Pada dasarnya pajak daerah adalah pajak yang hak pengelolaan dan pemungutannya 
diperuntukan bagi pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/koa. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 
terdapat 11 jenis pajak pajak daerah termasuk PBB-P2 dan jenis Pajak Provinsi sebanyak 5 jenis 
terdiri atas yakni Pajak Kendaraan Bermotor ; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ; Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor ; Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. 
Pajak daerah merupakan bagian terbesar dari Pendapatan Asli Daerah, kemudian disusul 
dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah 
hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya, Menurut Suparmoko (2002:56) 
: “pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah 
(daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan 
peraturan peundang-undangan yang berlaku.”  
Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari hasil pemungutan pajak 
daerah berdasarkan perda. Pajak Daerah adalah jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah 
daerah meliputi jenis-jenis pajak yang belum dipungut oleh pusat. Dalam undang-undang No. 28 
Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, didefinisikan bahwa : 
“ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang di lakukan oleh 
orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di 
paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.” Selanjutnya pajak 
daerah dibedakan atas pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.” 
Sesuai dengan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tersebut jenis-jenis pajak yang dapat 
dipungut oleh daerah kabupaten/kota meliputi :  
1. Pajak Hotel ; 
2. Pajak Restoran ; 
3. Pajak Hiburan ; 
4. Pajak Reklame ; 
5. Pajak Penerangan Jalan ; 
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ; 
7. Pajak Parkir ; 
8. Pajak Air Tanah ; 
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9. Pajak Sarang Burung Walet ; 
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu pertama sebagai sumber pendapatan daerah 
(budgetary) dan sebagai alat pengatur (regulatory). Dalam hal-hal tertentu 
suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, 
tetapi dapat pula suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk 
mengatur alokasi dan distribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah 
atau wilayah tertentu. 
2.1.7. Pajak Bumi dan Bangunan 
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaan merupakan 
pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati 
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut 
membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.  
Objek Pajak PBB-P2 menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Bumi 
dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, 
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 
a. Bumi (Tanah) 
Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, “Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh 
bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/perairan.”  
Pengertian bumi menurut Mardiasmo (2006:295) “Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh 
bumi yarg ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk 
rawa-rawa, tambak, perairan) serla laut wilayah Republik Indonesia. 
Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dinyatakan “Subjek Pajak Bumi dan 
Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi 
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh 
manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan adalah Subjek Pajak yang 
dikenakan kewajiban membayar Pajak Bumi danBangunan.  Sedangkan Objek Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 
b. Bangunan 
Pengertian bangunan menurut Mardiasrno (2006:295): “Bangunan adalah konstruksi teknik 
yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat 
usaha dan tempat yang diusahakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 
menyebutkan  
“bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap ada tanah dan/atau 
perairan. Termasuk pengertian bangunan juga adalah : a.jalan lingkungan yang terletak dalam 
satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu 
kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut ;  b.jalan tol ; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. 
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tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/ kilang 
minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara.” 
Dalam pelaksanaannya Pajak Bumi dan Bangunan harus memenuhi azas-azas pengelolaan 
dan pemungutan sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2006:295) yaitu : (1) harus 
memberikan kemudahan dan kesederhanaan, (2) harus  adanya kepastian hukum, (3) mudah 
dimengerti dan adil, dan (4) menghindari pengenaan pajak berganda. 
b. Penetapan Pajak PBB-P2 
Penetapan PBB-P2 adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk 
menentukan besaran pajak terutang antara lain Penetapan NJOP, SPPT, SKPD.  Dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2012 Tentang  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan, Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan  : 
a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan 
nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang 
sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. 
b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak 
dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada 
saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek 
tersebut.  
c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang 
berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. 
Penetapan pajak PBB-P2 diawali dengan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak, adalah 
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. Selanjutnya Penetapan besaran nilai pokok pajak terhutang dilakukan dengan 
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, dan 
selanjutnya diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), yakni  surat yang digunakan 
untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang 
kepada Wajib Pajak. 
2.2. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 
2.2.1. Kerangka Konseptual  
Realisasi penerimaan PBB-P2 dipengaruhi oleh potensi yang mendukungnya diantaranya 
kenaikan harga atau zona nilai tanah sebagai dasar penentuan NJOP, kondisi perekonomian yang 
menentukan banyaknya jumlah penduduk yang memiliki tanah dan bangunan serta banyaknya 
transaksi di masyarakat atas kepemilikan tanah dan bangunan, akan menentukan besarnya 
penerimaan PBB-P2, sehingga kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai 
berikut : 
 
Penelitian ini mencoba melihat pengaruh dari 
kenaikan harga tanah dan kenaikan harga bangunan 
terhadap  penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sambas.  
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2.2.2. Hipotesis  
Setelah mempelajari beberapa teori, telaah pustaka, penelitian terdahulu, dan uraian pada 
latar belakang maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 
1. Terdapat pengaruh Zona Nilai Tanah terhadap realisasi penerimaan pajak PBB-P2 di Kabupaten 
Sambas. 
2. Terdapat pengaruh NJOP Bangunan terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten 
Sambas. 
 
III. METODE PENELITIAN 
3.1. Bentuk Penelitian 
Bentuk penelitian dapat dilihat dari beberapa sudut pandang diantaranya dari tujuan, 
hubungan antar variabel, serta data yang digunakan (Suliyanto, 2006;8). Dilihat dari tujuannya 
penelitian ini adalah riset murni berlatar belakang teori (theory gap) dan empiris, yakni penelitian 
yang dilakukan untuk mengevaluasi atau mengembangkan sebuah teori atau temuan empiris yang 
telah ada.  Selain itu penelitian ini juga sebagai penelitian deskriptif, menurut (Nawawi 1998:63) : 
“...bentuk penelitian deskriptif  yakni prosedur penelitian (pemecahan masalah) yang diselidiki 
dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, 
masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 
sebagaimana adanya yang diikuti dengan suatu penjelasan argumentative yang memuat proses 
penalaran dan penafsiran logis.” 
Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan pengelolaan keuangan di Kabupaten Sambas 
khususnya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selama 7 
tahun yakni dari 2010 sampai dengan tahun 2016. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini 
adalah jenis penelitian deskriptif, yakni menggambarkan suatu kondisi/keadaan di suatu tempat 
pada waktu tertentu. 
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 
Tempat penelitian dilakukan di Kabupaten Sambas tepatnya pada OPD Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten Sambas (BKD). Sedangkan waktu penelitian atau pengamatan adalah dari tahun 
2010 sampai dengan tahun 2016. 
3.3. Data 
3.3.1. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data skunder  dalam bentuk data 
kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka. Menurut Suliyanto (2006:135), cara pengumpulan 
data dalam penelitian tidak harus langsung oleh peneliti akan tetapi dapat dilakukan dengan bantuan 
pihak lain. Maka dari itu untuk memperoleh data skunder dilakukan dengan melakukan studi 
dokumenter, yakni dengan cara meneliti laporan, traskrip, publikasi, terutama laporan target dan 
realisasi penerimaan Pajak PBB-P2, dokumen APBD.  Sedangkan untuk data primer diperoleh  dari 
hasil survei, pengamatan langsung dan wawancara terhadap subjek pajak.  
Adapun sumber data adalah dari publikasi/laporan dinas atau instansi terkait yakni Badan 
Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Sambas berupa Laporan Realisasi Penerimaan pajak daerah, 
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PBB-P2 dan  PAD dari tahun 2010 sampai dengan  2016 serta data-data pendukung lainnya yang 
diperoleh dari publikasi BPS, Kabupaten Sambas dalam Angka.  Data diambil dari 19 kecamatan 
selama tujuh tahun selanjutnya dalam analisis data disusun dalam bentuk data time series selama 
tujuh tahun pada 19 kecamatan. 
3.4. Variabel Penelitian 
Variabel penelitian menurut Sugiyono (2006;42) : “adalah segala sesuatu yang berbentuk 
apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 
tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.”    Terdapat dua  jenis variabel dalam penelitian ini 
yakni variabel penentu (variabel bebas) atau variabel yang mempengaruhi yaitu harga tanah  dan 
harga bangunan dan yang kedua adalah variabel yang ditentukan atau variabel terikat atau 
variabel yang dipengaruhi yaitu besarnya realisasi PBB-P2 di Kabupaten Sambas.  
1. Zona Nilai Tanah  
Zona Nilai Tanah adalah nilai yang berlaku terhadap tanah atau bumi yang berada lokasi 
tertentu.  Penilaian objek tanah dilakukan dengan cara menentukan/menilai harga tanah berdasarkan 
transaksi jual beli tanah yang terjadi di wilayah tersebut dengan mengambil harga jual rata-rata 
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. 
Zona Nilai Tanah dalam penelitian ini berkaitan dengan nilai jual sehingga akan 
menentukan Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, sebagai dasar penetapan 
besaran PBB-P2. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sambas yang mengacu pada Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2009 NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli 
yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.  
Tanah atau bumi menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ”…yang dimaksud 
dengan Bumi adalah permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah 
Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk untuk tempat tinggal, tempat usaha dan 
tempat yang diusahakan.” 
2. NJOP Bangunan 
Nilai atau  NJOP  bangunan adalah nilai yang berlaku terhadap bangunan tersebut di suatu 
lokasi tertentu. Penilaian bangunan dilakukan dengan cara menentukan/menilai harga bangunan 
berdasarkan transaksi jual beli yang terjadi di wilayah tersebut dengan mengambil harga jual rata-
rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. 
Bangunan  menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009  ”adalah konstruksi teknik yang 
ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan  pedalaman dan/atau laut. 
Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah : a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu 
kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan 
dengan kompleks bangunan tersebut ; kemudian jalan tol ; kolam renang ; pagar mewah ; tempat 
olahraga ; galangan kapal, dermaga ; taman mewah ; tempat penampungan/kilang minyak, air dan 
gas, pipa minyak; dan menara. 
3. Realisasi PBB-P2 
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Adalah jumlah realisasi penerimaan pajak daerah yang berasal dari PBB-P2 pada PAD 
Kabupaten Sambas. 
3.5. Metode Analisis 
3.5.1. Analisis Deskriptif 
Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan pengelolaan keuangan khususnya 
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sambas 
selama 7 tahun yakni dari 2010 sampai dengan tahun 2016. Dalam analisis ini digunakan tabel dan 
grafik untuk mendeskripsikan keadaan yang terjadi di lapangan. 
3.5.2. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi berganda, menurut Suliyanto  (2011,86), “…adalah suatu metode untuk 
membuat suatu model hubungan atau pengaruh dari dua variabel atau lebih terhadap satu variabel 
lainnya.”  Besarnya pengaruh ditunjukkan dengan besarnya koefisien regresi, bisa positif atau 
negatif.  Jika koefesien positif maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya jika nilai 
variabel X tinggi, maka nilai variabel Y juga akan tinggi. Sebaliknya jika koefesien negatif berarti 
kedua variabel mempunyai hubungan terbalik, yaitu jika nilai variabel X tinggi maka nilai variabel 
Y akan rendah.  Untuk membuat model regresi berganda dalam penelitian ini yaitu dengan 
membuat persamaan matematis atau fungsi Y = f (X1,X2), yang selanjutnya dibuat model regresi 
berganda. 
3.5.3. Uji Statistika 
Dimaksudkan untuk menguji secara statistik apakah variabel-variabel  bebas yang diteliti 
(Zona Nilai Tanah, harga bangunan) berpengaruh atau tidak baik secara parsial atau secara 
bersama-sama terhadap variabel terikat realisasi penerimaan PBB-P2. 
3.5.3.1. Pengujian Secara Parsial (Uji t) 
Adalah untuk menguji apakah ada pengaruh nyata dari salah satu variabel dalam persamaan 
regresi atau tidak.  
3.5.3.2. Pengujian Secara Simultan (Uji F) 
Sama halnya dengan pengujian signifikansi parsial, namun Uji F adalah untuk menguji 
secara serempak, apakah semua variabel bebas yang diuji dalam model regresi mempunyai 
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan 
tabel F dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel. 
Bila nilai Fhitung lebih besar daripada nilai Ftabel; atau signifikansi lebih rendah dari alpha (0,05), 
maka Ho ditolak dan menerima H1 (artinya pengaruhnya signifikan secara serempak). Sebaliknya 
jika nilai Fhitung lebih kecil daripada nilai Ftabel, atau signifikansi (sig.) lebih tinggi dari α (0,05), 
maka Ho diterima dan menolak H1 (artinya secara simultan pengaruhnya signifikan). 
 
3.5.3.3. Koefisien Determinasi (Uji R2) 
Uji determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan hubungan atau 
pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi diperoleh 
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dari tabel summary pada output Eviews. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu 
(0< R2 < 1). Suatu model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai R2 yang tinggi (mendekati 1) 
Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan menjelaskan variabel terikat sangat kecil/terbatas, 
sebaliknya nilai R2 yang tinggi berarti variabel independen Zona Nilai Tanah (X1) dan harga 
bangunan (X2) memberikan semua informasi untuk memprediksi variabel dependen Y (realisasi 
PBB-P2). 
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1. Analisis Deskriptif 
Kabupaten Sambas dengan panjang pantai 198,76 km dengan karakteristik sebagian besar 
adalah pantai berpasir membentang dari Semelanggi Besar (Kecamatan Selakau) hingga Tanjung 
Datok (Kecamatan Paloh)yaitu: Kecamatan Selakau (13,51 km2), Kecamatan Pemangkat (20,49 
km2), Kecamatan Jawai (42,53), Kecamatan Teluk Keramat (19,67 km2) dan Kecamatan Paloh 
(102,5 km2.  Secara rinci jumlah, luas dan penggunaan lahan di Kabupaten dapat dilihat pada tabel 
berikut ini.  
No. Kecamatan 
Luas Wilayah Penggunaan Lahan 









1. Selakau 129,51 2,02 4.643 5.383 2.925 12.951 
2. Sel. Timur 162,99 2,55 2.835 10.438 3.026 16.299 
3. Pemangkat 111,00 1,74 2.071 5.526 3.503 11.100 
4. Semparuk 90,15 1,41 3.930 2.051 3.034 9.015 
5. Salatiga 82,75 1,29 3.244 2.280 2.751 8.275 
6. Tebas 395,64 6,19 6.110 30.844 2.610 39.564 
7. Tekarang 83,16 1,30 2.177 4.599 1.540 8.316 
8. Sambas 246,66 3,86 3.450 17.946 3.270 24.666 
9. Subah 644,55 10,08 2.425 47.506 14.524 64.455 
10. Sebawi 161,45 2,52 1.840 11.102 3.203 16.145 
11. Sajad 94,94 1,48 1.454 7.797 243 9.494 
12. Jawai 193,99 3,03 5.524 13.415 460 19.399 
13. Jawai Selatan 93,51 1,46 3.777 5.353 221 9.351 
14. Tl. Keramat 554,43 8,67 6.911 38.802 9.730 55.443 
15. Galing 333,00 5,21 3.626 17.989 11.685 33.300 
16. Tangaran 186,67 2,92 4.395 10.274 3.998 18.667 
17. Sejangkung 291,26 4,55 4.256 21.348 3.522 29.126 
18. Saj. Besar 1.391,20 21,75 1.579 135.899 1.642 139.120 
19. Paloh 1.148,84 17,96 4.397 107.802 2.685 114.884 
 Jumlah 6.395,70 100,00 68.644 496.354 74.572 639.570   Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2017 
Penggunaan lahan di Kabupaten Sambas terdiri dari 10,73 persen lahan pertanian sawah, 
77,61 persen lahan pertanian bukan sawah dan 11,66 persen penggunaan lahan bukan pertanian. 
4.2. Analisis Regresi 
Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pola hubungan atau pengaruh dari nilai atau 
Zona Nilai Tanah (X1) dan nilai atau NJOP bangunan (X2) terhadap nilai atau realisasi pajak PBB-
P2 dai Kabupaten Sambas. Pengujian parameter dilakukan dengan menggunakan bantuan pengolah 
data Eviews. Model regresi data panel yang melibatkan data runtun waktu (time series) dan data 
silang tempat (cross section) terdapat tiga kemungkinan model regresi yang berlaku yaitu model 
common effect, fixed effect dan model random effect. 
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Common  Effect artinya  konstanta/intercept  maupun  koefisien atau slope  diasumsikan 
sama pada setiap tahun dan tempat. ), Fix Effect artinya  slope atau koefisien sama atau tetap namun  
konstanta/intercept yang berubah-ubah pada setiap individu/lokasi dan waktu, sedangkan Random 
effect  artinya intercept dan slope sama-sama berubah atau berbeda pada setiap lokasi dan pada 
setiap waktu. 
Hasil pengujian dengan Uji Chow maupun Uji Hausman menunjukkan bahwa model yang 
tepat atau yang berlaku dari pengaruh NJOP Bumi dan NJOP bangunan terhadap PBB-P2 di 
Kabupaten Sambas adalah model regresi fixed effect. Adapun model regresi model fixed effect 
hasil analisis ini adalah sebagai berikut : 
Y = 45032406 + 94.96978X1 + 453.1452X2 
4.3. Uji Statistika (Uji Signifikansi) 
Hasil pengujian signifikansi (Uji F) menunjukkan hasil yang signifikan, dapat dilihat dari 
nilai F yang besar (110,1444) dan Prob (F-Statistic) yang kecil (0,000) lebih kecil dari nilai alpha 
(0,05). Kemudian untuk melihat pengaruh secara parsial dapat dilihat dari koefisien regresi masig-
masing variabel adalah : 
Nilai t hitung untuk masing-masing 
variabel bebas, untuk ZNT sebesar 7.259409 
dan probabilitas (sig.) 0,0000, --lebih besar 
dari nilai alpha yang digunakan--   sehingga 
kesimpulannya pengaruh parsial ZNT terhadap 
PBB-P2 signifikan secara parsial. Kemudian nilai t hitung untuk NJOP bangunan adalah sebesar 
13,494668 dan probabilitas (sig.) 0,0000 --lebih kecil dari nilai alpha yang digunakan-- sehingga 
kesimpulannya adalah NJOP bangunan juga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PBB-
P2. 
Dari hasil pengujian di atas maka dapat menjawab hipotesis yang dikemukakan dalam 
penelitian ini yaitu : 
1. Hipotesis pertama : terdapat pengaruh Zona Nilai Tanah terhadap realisasi penerimaan pajak 
PBB-P2 di Kabupaten Sambas terbukti/benar. Berdasarkan pengujian statistik (Uji F dan Uji t) 
pengaruh ZNT terhadap PBB-P2 signifikan, pada uji t dihasilkan nilai t yang tinggi dan angka 
probabilitas yang rendah lebih rendah dari nilai alpha yang digunakan (0,05). 
2. Hipotesis kedua : terdapat pengaruh Nilai Bangunan terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 d 
Kabupaten Sambas juga terbukti/benar, karena berdasarkan pengujian statistik pengaruh NJOP 
bangunan terhadap PBB-P2 secara parsial signifikan karena berdasarkan hasil uji t dihasilkan 
nilai t yang besar dan angka probabilitas yang kecil lebih kecil dari nilai alpha yang digunakan 
(0,05). 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan  
1. Berdasarkan hasil pengujian statistik secara simultan diketahui bahwa bahwa semua variabel 
yang diuji yakni zona nilai tanah (ZNT) dan  NJOP bangunan berpengaruh signifikan terhadap 
peningkatan realisasi penerimaan pajak PBB-P2 di Kabupaten Sambas. Dilihat nilai koefisien 
Variable Coefficient t-Statistic Prob. Kesim pulan 
C 45032406 15.02770 0.0000  
ZNT? 94.96978 7.259409 0.0000 Signifikan 
NJOPB? 453.1452 13.49468 0.0000 Signifikan 
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determinasi (R2) yang besar (0,951618), artinya bahwa secara keseluruhan kekuatan hubungan 
atau pengaruh dari semua variabel bebas yakni NJOP tanah dan NJOP bangunan  adalah sebesar 
0,951618, dengan kata lain bahwa ZNT dan NJOP bangunan mempengaruhi sebesar 95,1618%  
terhadap realisasi PBB-P2, sedangkan sisanya (4,8382%) dipengaruhi oleh faktor lain. 
2. Secara parsial Zona Nilai Tanah juga berpengaruh positif (94.96978) dan signifikan terhadap 
realisasi penerimaan pajak PBB-P2 di Kabupaten Sambas. Berdasarkan pengujian statistik 
pengaruh ZNT terhadap PBB-P2 secara parsial (dengan uji t) dihasilkan nilai t yang besar dan 
angka probabilitas yang rendah melebihi nilai alpha yang digunakan (0,05),  artinya jika nilai 
ZNT bumi berubah atau bertambah satu satuan maka jumlah realisasi PBB-P2 bertambah atau 
meningkat sebesar angka tersebut (94.96978) satuan.  
3. Nilai Bangunan juga berpengaruh positif (453.1452) dan signifikan terhadap peningkatan 
realisasi pajak PBB-P2 di Kabupaten Sambas, berdasarkan pengujian dengan uji t dihasilkan 
nilai t yang besar dan angka probabilitas yang kecil lebih kecil dari nilai alpha yang digunakan 
(0,05), artinya jika nilai ZNT berubah atau bertambah satu satuan maka jumlah realisasi PBB-P2 
bertambah atau meningkat sebesar angka tersebut (453.1452) satuan. 
5.2. Saran 
Berdasarkan penelitian dan pembatasan yang dilakukan, penulis mengajukan saran sebagai 
dasar pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sambas yaitu : 
1. Walaupun kontribusinya cukup besar secara nominal perolehan pendapatan daerah dari PBB-P2 
terhadap pajak daerah,  namun secara efektifitas masih kurang, rata-rata hanya  hanya 62,93%, 
artinya potensi PBB-P2 masih dibawah target atau potensinya, dengan demikian maka perlu 
dilakukan upaya-upaya peningkatan yang didukung dengan program sosialisasi penerimaan 
PBB-P2, peningkatan kesadaran wajib pajak dan peningkatan kualitas SDM pemungutan 
sehingga penerimaan PBB dapat dioptimalkan dan ditunjang dengan kebijakan yang bersifat 
intensifikasi maupun yang bersifat ekstensifikasi. 
2. Kebijakan intensifikasi penerimaan PBB-P2 dapat berupa memperluas basis penerimaan, 
memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi 
administrasi dan menekan biaya pemungutan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui 
perencanaan yang lebih baik. Adapun usaha ekstensifikasi penerimaan PBB-P2 dapat dilakukan 
melalui kebijakan pemerintah daerah dalam identifikasi dan penetapan objek-objek baru PBB-P2 
di Kabupaten Sambas. 
3. Upaya-upaya lain berkaitan dengan meningkatkan penerimaan PBB-P2 adalah mensinergikan 
kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas melalui regulasi yang diterbitkan 
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